


- 2 - 
 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6186); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5142); 

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 289); 

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-

DAG/PER/1/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk 

Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137); 
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7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan 

Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan 

Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 354); 

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan 

Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana  

diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1591); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG PEDOMAN PENGENAAN DENDA 

ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN PEMBANGUNAN 

FASILITAS PEMURNIAN. 

 

KESATU : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi 

Produksi Mineral logam, Izin Usaha Pertambangan (IUP) 

Operasi Produksi Mineral logam, dan Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus untuk 

pengolahan  dan/atau  pemurnian yang melakukan penjualan 

produk pertambangan hasil pengolahan dan mineral logam 

dengan kriteria tertentu ke luar negeri,  wajib memenuhi 

persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian 

paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rencana 

kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian setiap 6 

(enam) bulan berdasarkan laporan hasil verifikasi kemajuan 

fisik dari Verifikator Independen. 
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KEDUA : Dalam hal persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas 

pemurnian tidak mencapai paling sedikit 90% (sembilan 

puluh persen) dari rencana kemajuan fisik pembangunan 

fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU: 

a. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan 

rekomendasi penghentian sementara persetujuan ekspor 

pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP 

Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi 

Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian 

kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri; 

dan 

b. pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP 

Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi 

Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian 

wajib membayar denda administratif sebesar 20% (dua 

puluh persen) dari nilai kumulatif penjualan mineral ke 

luar negeri selama 6 (enam) bulan terakhir. 

 

KETIGA : Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KEDUA huruf b dilaksanakan dengan 

ketentuan: 

a. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan 

surat perintah pembayaran denda administratif kepada 

pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP 

Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi 

Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau 

pemurnian; 

b. pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP 

Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi 

Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian 

wajib melakukan penyetoran langsung ke kas negara 

melalui bank persepsi dalam jangka waktu paling lambat 

1 (satu) bulan setelah terbitnya surat perintah 

pembayaran denda administratif; dan 
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c. pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP 

Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi 

Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau  

pemurnian wajib menyampaikan bukti penyetoran denda 

administratif kepada Direktur Jenderal Mineral dan 

Batubara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari 

setelah disetorkannya denda administratif. 

 

KEEMPAT : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan  

rekomendasi pencabutan penghentian sementara persetujuan 

ekspor pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP 

Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi Produksi 

khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian kepada 

Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri berdasarkan:  

a. bukti penyetoran denda administratif sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c; dan 

b. laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari verifikator 

independen yang menyatakan telah terpenuhinya 

pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit 90% 

(sembilan puluh persen) periode 6 (enam) bulan terakhir. 

 

KELIMA : Dalam hal pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, 

IUP Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi 

Produksi khusus untuk pengolahan  dan/atau  pemurnian 

tidak melakukan pembayaran denda adminsitratif 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b: 

a. pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP 

Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi 

Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau  

pemurnian dikenakan sanksi administratif berupa 

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan 

usaha paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Menteri 

atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan 

b. penerbitan rekomendasi pencabutan persetujuan ekspor 

pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP 

Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi 

Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau  

pemurnian oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara 

kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri. 
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KEENAM : Sanksi administratif berupa pencabutan izin dikenakan 

kepada pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP 

Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi Produksi 

khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang tidak 

memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif sampai 

dengan berakhirnya jangka waktu penghentian sementara 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a oleh 

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. 

 

KETUJUH :   Dalam rangka mendorong terbangunnya fasilitas pemurnian  

di dalam negeri serta menjamin terpenuhinya pembayaran 

denda administratif apabila pemegang IUPK Operasi Produksi 

Mineral logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP 

Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau  

pemurnian tidak mencapai persentase kemajuan fisik 

pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit 90% 

(sembilan puluh persen) maka:  

a. pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP 

Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi 

Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau  

pemurnian wajib menempatkan jaminan kesungguhan 

pembangunan fasilitas pemurnian sebesar 5%                    

(lima persen) dari volume produk pertambangan yang 

dijual ke luar negeri dalam setiap pengapalan dikalikan 

harga Patokan Ekspor (HPE);  

b. jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian 

sebagaimana dimaksud pada huruf a ditempatkan pada 

Bank Pemerintah atas nama Direktur Jenderal Mineral 

dan Batubara qq pemegang IUPK Operasi Produksi 

Mineral logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, dan 

IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan 

dan/atau pemurnian berupa rekening deposito berjangka 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

disetorkan di muka sebelum produk pertambangan yang 

dijual ke luar negeri berada di atas moda pengangkutan; 
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c. jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian 

sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat 

dicairkan oleh pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral 

logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP 

Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau  

pemurnian apabila persentase kemajuan fisik 

pembangunan fasilitas pemurnian telah mencapai paling 

sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh 

rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam 

negeri yang telah diverifikasi oleh verifikator; dan 

d. jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dicairkan 

oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk 

disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi, apabila 

pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP 

Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi 

Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau  

pemurnian dikenakan sanksi administratif berupa 

pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KEENAM tanpa menghilangkan kewajiban pemegang 

IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi 

Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi Produksi 

khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian untuk 

membayar denda administratif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




